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Latar Belakang Masalah

Pedegang Kakl Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di
kota-kota besar di Indonesia. Fenomena ini semakin terlihat ketika torjadi
krisis =konemi berkepanjangan yang berdampak pada terbatasnya
kesempatan kerja di sektor formal. Beberapa studi menunjukkan bahwa
jumlah PEL semakin bertambah selama periode pasea krisis ekonomi
Pemutusan hubungan kerja, peningkatan konsumsi produk-produk
primer veng disertai penurunan konsumsi produk sekunder dan tertier
sehagal indikast menurunnya pemasukan pendudulk tlah memicu
munculah fenomena yang disebut sebagai urhmr deprivation, dengan salah
cirinva peningkatan pesat sektor mformal,

Jumlah PKL di Surabaya secara umum mengalami peningkatan
ying signilikan sctiap tabunnya. Dalam tiga tahun terakhir jumlah PRL
yang terdata meningkal rata-rata 11,42% per tahun (Bire Perekonoman,
20041, Angka tersebut diduga lebih rendah dari kondisi vang sobenamya
mengingat banyaknya jumlah PKL "lar® yang sulit untuk didata
Pemingkatan jumlah PEL di Surabaya tersebut {dan di kew-kota besar
vmumnya) tidak terlepas dari dua fakor utama yang secara umum saling
terkait : foktor ckonomi, dw fokior demografi dan ketenagakerin. Pada
periode pasca krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Surabaya vang
diukur dengan Produk Regional Domestik Bruto (PDRE), menunjukkan
angka positif setiap tahunnya, Pada tahun 2001 fingkat pertumbiihan
ehonomi Surabava sebesar 4.3% dan diperkirakan akan meningkal pada
tahun-tahun  berikutnya  sejalan  dengan membaiknya  kondisi
perekonomian nasional. Meningkatnya aktivitas ekonomi kota terscbul
telah memicu munculnya preses urbanisasi. Pertambahan penduduk
Surabaya akibat urbanisasi sebanyak 11.228 orang per tahun (Surmbay
[Juilerryy Angha, 2002).

Pertambahan penduduk kota akibat urbanisasi menimbulkan berbagal
masalah perkolaan yang kompleks. Salah satu masalah penting yang
terkait dengan aspek ekenomi adalah kebutuhan akan lapangan kerja
yang meningkat. Kesempatan kerja di sektor formal semakin sulil karena
sektor ini tidak dapat menampung pertambahan tenaga kerja yang cepat
Dampak logis dari kondisi tersebut adalah berkembangnya sektor
informal vans dianpgap sebagai jawaban yang tepal dan murah atas
masalah ketenagakerjaan di perkotaan. Sckior ini terbukbi tidak saja
memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang binggi, (ctapi juga
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dapat bertahan tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Salah satu
kompoenen penting dari scktor informal adalah Pedagang Kak: Lima
(PKL).

Keberadaaan salah satu sektor informal yakni Fedagang Kak: Lima sangat
dilemabis i wilavah perkataan, Di satlu sisi, PKL sering kali dianggap
mengganpgu kegiatan sektor lain seperti kelancaran lalu lintas, estetika
dan kebersihan kota, serta fungsi prasarana dan fastlitas publik sehingga
harus dihilangkan. Namun i sisi lain, keberadaan PEL sangal membantu
moengatasi masalah ketenagakerjaan, sumber penerimaan dacrah, dan
pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat, oleh karenanva usaba ini perlu
dilimdungr dan dibina. Melihat keselurubhan kondisi tersebni, maka
pemerintah  kota  perlu  melakukan kajian  yang mendalam  dan
komprehensif lentanz masalah dan polensi Pedagang Kaki Lima sehingpa
dapat diambil langkah kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dalam
ranpka  mewujudkan  harmonisasi  kebcradaan  PRL dengan
lingkungannya.

Fakta menunjukkan bahwa sektor formal dan sektor informal saling
berkaitan dan melengkapi dalam kegiatan perekonomian perkotaan,
bahkan sektor formal membutuhkan keberadaan seklor infermal. Sebagai
contoh : Singapura, Malaysia dan Taiwan dapat menjadi keta cukup maju
tetapi lelap menpakemodasi sekior-sektor indusbi kecil dan informal
dengan baik, Kondisi yang teradi i Singapura hendaknya dapal menjacdi
gambaran bahwa mengelola sektor informal dapat mendatangkan devisa
atau pendapatan bapi negara atau pemerintah, Di negara Singapura lelah
mampn menyelamatkan kawasan Chinatown, Little India dan Kampung
Melayu yvang dianggap "kumuh™ menjadi permukiman yang menyimpan
pesona serta daya tarik yang mampu mernvedot wisatawan dalam
maupun luar Singapura. Oleh sebab itu, kini sudah saatnya unkuk tidak
sckadar memberikan pengakuan terhadap keberadaan mereka, tetapi
secara konseptual menyusun action plan yang lebih komprehensif diserta
dengan dukungan dan bimbingan secara kontinyu akan menjadikan
potensi sektor informal di wilavah Surabaya

Ferumusan Masalah
Bordasarkan  kondisi  pada  latar  Delakang  terscbul, maka
permasalafian yvang akan dibahas dalam penelitian i adalal sebagai
borikut ¢
1. [Bagaimana potensi "edagang Kaki Lima dan perscalan-persoaian
yang di imbulkan di Surabaya ?
2, Bagaimana Strategi dan kebyjakan yang secara tepat dan komprelensif
untuk mengatasi masalah "KL di Surabaya ?

Tujuan Penulisan
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka hijuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut
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L Mengidentifikasi potenst dan persoalan-persoalan yang ditimbulkan
tari keberadaan PKL di Surabaya .

Merumuskan Stratepi dan alternatit kebijakan untuk  mengatasi
masalah PKL di Surabaya,

[l

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Seklor Informal

Definisi dan Karakteristik Sektor Informal

Istilah Seklor Tnformal muncul pada awal 1970 (H1art,1973), secara umum
dipergunakan untuk mendiskripsikan usaha kecil, kegiatan non-pertanan
vang menjadi penunjang kehwdupan masydrakat di negara-negara dunia
setiga seperti pembuatan barang-barang sederhana antara lain ¢ kursi,
lampu paraffin atau kegiatan yang menyediakan jasa perantara pelavanan
dasar, Keglatan-kepiatan tersebul lergabung dalam kelempok usaha keecil
dengan karakteristik | jumlah pekerja terdiri dari 3- B orang, lokasi bokerja
di tempal terbuka, serta pelindung sinar matahari dan hujan tidak lebik
dari tenda saja. Terkait dengan hal tersebut Armstreng and Mclieo, (1987)
lebih menckankan pada peran kegiatan sektor informal seba gl il desis
dari kepiatan ekonomi kapitalis atau terobosan baru bagi pembangunan
ekenomi. Pendapat tentang definisi sektor informal vang dikemukakan
oleh 1Tans Sinper dalam kutipan Firdausy (1995) :

hiformal sector entity 1s favd Yo desevibe but you know it adien yoee see e
iifarmal sector enterprise 1s ot ouly swall, 08 is alse Ukely o be doornd ma
dilapidated structure (s excluding from e tnfornal category inpsl self
einpitoyed secrars, | meeyers med ather (iberl profesionais whese prodiciie iy
i likely Fo el hansed,

ILO dan UNIIP (1972} mendcfinisikan seklor informal adalah “sobtor tiink
terstroktor gopg berkenbang di pusal wesyerokal arban sebugal b dar
Kelebihan kapasitas dod sekbor modern dalam meyerap pendatag bara

Dalam kasus Amerika Lalin, studi [oayza menemukan salah satu variabel
vang munentukan besarnyd sektor informal adalah PDB el et kapita
(Aazuma cdan  Grossman, 2002}, Kegiatan-kegiatan seklor  informal
merupakan  kegialan  yang  produktif dalam  mengatas: persanlan
kemiskinan di saat kesempatan kerja semakin terbatas. Ada sebagaian
pendapat  yang meyakini bahwa sektor informal hanve kelompok
terselubung Lagi pondatang ke kota sebelum menemukan tingkat upah
sesuai dengan pekerjaan dimana dia berada. Padahal kenyataannya, para
ekonemi menunjukkan kegiatan seklor informal sebagai pekeriaan real
tersamar disaat produktivitas mereka rendah, tingkal upah mereka rendah
yang pade akhirmys memperbesar jumlah angkatan kerja vang ada
Sethuraman (1981). Secara spesifik, De Soto (1986) mengklasifikasikan
sektor informal dalam tga kelompok utama:

o4
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1 Subseklor  perumahan  dan perlanahan  informal, misalnya
permukiman spontan atau tidak erencana
Subsektor transpartast informal, misalnya becak atau ojok
Subsektor perdagangan informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL)
alatAsungan
Dlari berbapai pengertian tersebut, maka dapat diidentifikasi karakleristik-
karakterisbik yang merupakan ciri dari sekter informal. MeLaughlin (1990)
mengatakan bahwa sektor informal memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Mempergunakan anggota keluarga dan lenaga kerja vang tidak perlu
dibayar dan lebih menyakini pada tenaga kera secara manual
diband ingkan dengan mesin dan peralatan
Fleksilwl, kegiatan ekoneminya membiarkan orang-orang bebas untuk
masuk dan keluar sesuai respon permintaan pasar, ]
3 Sederhana (mudah) dan suatu saat fasilitasnya mengkhawatirkan
4 Memiliki kemampuan mengimprovisasi produk yang berasal dari

bahan yang kurang berguna.
5  Memiliki kemauan mengelola usaha di wakbu dan lokasi yang baik

untuk pelanggan.
6  Kecenderungan lokasinya sebagai pasar berukuran kecil, jauh di luar

jangkauan perusahaan besar,
Dengan demikian, sektor informal memiliki beberapa perbedaan pokok
denpan scktor formal. Gambaran lebih jelas tentang perbedaan torsebul
dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.1.
FEREEDAAN KARAKTERISTIK
ANTARA SEKTOR INFORMAL DENGAMN SEKTOR FORMAL

B

1

Mo | Karakteristik Sektor Informal Scktor Formal

|| Muodal Sukar diperoleh Felatf mudah diperoleh
1 | Teknologi Padal Karya | Padat Madal

3 | Oruanisasi Menverupal Orpanisasi Keluarpa | Birokrasi
4 | Sumber Permodalan Lembaga keuangan tidak resmi Lembaga keuangan resmi
= | Serikal Buruh Tidak berperan Sangat berperan

Penting unwuk kelangsunga
s i
Ehie-way=traffic uniuk
kepentingan sektor informal
Sangat tergantung pacda
& | Sifar Wiraswasta Berdikari perlindungzan pemerintah
ali impor

Jurmialt besar dan
kualitas. baik

oh

Bantuan Negara Tidak ada

T Hubunpan dengan desa | Saling, menpuslungikon

% | Persediaan barang Jumlah kecil dan kualitas beribah

B Hubungan kerje dengan
" | majikan iy
Sumber : Hidayat, (1978)

Berdasarkan asal saling perceva Berdasarkan lcontrak kerjs
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Pengelolaan Sektor informal

Dalam mengkaji kedudukan sektor informal dengan sektor-sektor furmal,
Masution (1988) dalam kutipan ( Alisjahbana, 2003) berpendapat bahwa
sefidaknva ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat
hubungan kedua sektor terscbut.

1.

Pendekatan Otonom

Pendekatan ini mendasarkan diri pada asumsi “dualistik” dalam
kegialan ekanomi, dimana setiap kompenennya hidup berdampingan
secara bebas dan damai. Sektor Inlormal dipandang sebagai sckior
vang khusus bergerak dalam menyediakan pekerjaan, barang dan jasa
untuk  golongan berpendapalan rendah, terutama di  daerah
perkotaan. Sektor ini dianggap secara sosial sangat efisicn dan
mempunyai  keunggulan komperatif bila dibandingkan dengan
kematan vang sama di sekior formal ‘lenaga kepa buruh secara
maksimum dipunakan tanpa memerlukan faktor modal dan dewvisa
vang banyak. Dinamika yang berkembang dalam sektor informal
menghasilkan surplus, yang kemudian dinvestasikan kembali dalam
sektar lersebul Pertumbuhan dan perkembangan sektor informal
terjadi berdasarkan kekuatannya sendici.

Pendelatan Integrasi

Menurut Pendekatan mi sektor informal dianggap mempunyai kaitan
yang erat dengan sektor formal, Seklor Informal dapat bersifat
“komplementer” terhadap sektor formal Sementara itu sektor [ormal
dapat bersifat “eksploitatif” terhadap perkembangan sektor Informal,
Hubungan ekonomi antara sektor informal dan sektor formal dapat
saling membantu dan saling membutobkan, tetapi dapal juga
mengakibatkan proses involusi di sektor informal.

Pendekatan Alternatif

Pendekatan ini  juga dischut dengan pendekatan campuran.
Pendekatan ini menganggap kcgiatan sektor informal bersifal olenan,
karena sektor ini secara internal dapat memenuhi kebutuhan sendiri
untuk sejumlah barang tertentu. Kegiatan seklor informal dibidang
industri rumah tangga tertentu, dapat bebas dari kelerkailannya
secara langsung  dengan sektor informal lamnya, seperti industri
rumah tangga tikar daun pandan laut, besek, sapu lidi, kipas bambu,
kursi rotan, cowek tanah, cowek kayu, ungku tanah, dan sebagainya.

Menurut ILO (1991), strategi pengembangan sektor informal agar menjadi
lebih haik dan leclindungi, harus mencakup :

1.

2,
3.

Peningkatan potensi produklif dari sektor ketenapa kerjaan dan
kemampuan pendapatan dari scktor informal

Peningkatkan kesefahleraan dari kelempok paling miskin
Penetapkan kerangka aturan yang sesuai, termasuk di dalamnya
bentuk aturan dan perlindungan sesial

96
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4, Penpaturan para pekerja dan produsen sektor informal

Leonardos (1999) memperkenalkan 4 stratepi pemberdayaan sebagal

laarikut s

1. Malakukan perluasan pasar melalu peningkatan permintasn produl
soktor informal yang dapal dicapai dengan peningkatan kualitas
barang dan jasa yang dihasilkan.

7. Memberikan fasilitas atau kemudahan kepada produsen sektor
infurmal untuk mendapatkan kredit sama seperti perusahaan-
perusahaan modern lainnya,

3. Mengadakan pelatihan dalam rangka meninghkalkan ketrampilan dan
memperbaharui teknologt yang dipergunakan dalam seklor informal.

4. Meningkatkan kenyamanan dan fasilitas-fasilitas dasar dari sekior
infarmal.

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Definisi dan Karalcteristilk PKL

Galah satu bentuk sektor informal yang penting adalah Pedagang Kaku

Lima (PKL) Bahkan, karena begitu penling dan khasnya PKL dalam

wkiar infermal, istilah sektor informal sering diidentikkan dengan jenis

pekerjaan yang dilakukan oleh PKL (Ramli, 1952}, Istilah Pedagang Kaki
lima (PKL) merupakan peninggalan zaman penjzjahan Inggris. Saat itu

Gubernur Jendral Raffles mengeluarkan peraturan lalu lintas yang

menyatakan bahwa jalur jalan yang berukuran 3 (lima) fezt (1 feet kira-kira

91 em lobih sedikit) di sepanjang kiri kanan jalan ditelapkan sebagai jalur

bagi pejalan kaki. Kemudian tumbuh pedagang yang menjajakan barang

dagangannya dengan perobak dorong. pelaran, dan lainnya. Pedagang
yang berjualan ch sepanjang trotoar tersebut kemudian disebut Tedapang

Kaki Lima (An Mal, 1983)

Penpertian  Pedagang  Kaki Lima berancka ragam. Asal  (1982)

mendefinisikan Pedagan Kaki Lima merupakan orang yang, dengan modal

rolatif sedikit berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-harang

(jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompox konsumen tertentu

dalam masyarakat vang dilakukan di tempat-tempat strategis dalam

suasana lingkungan yang informal, Untuk memberikan kejelasan tenlang
kansep l'edagang Kaeki lima, maka perlu dikemukan heberapa
karakteristik merupakan ciri khas dari PKL.

Kartono ( 1988) memberikan ciri-ciri umum PEL sebagai berikut .

1. Merupakan pedagang vanp kadang-kadang juga sekaligus berarli
produsen.

2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari satu
tempal ke tempat lain dan tempal alau stan yang Hdak permanent
serta bongkar pasang,

3, Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi
lainnya vang tahan lama serta eceran,




Analiza Strategi dan Kebjjakan . (Zakik)

¢ Pada umumnya bermodal kecil, kadang hanya alat bagl pemilik

modal dengan sekedar mendapatkan komist sebapai imbalan atas jerih

payahnya

Kualitas baranp-barang yang diperdagangkan relatif rendah  dan

Liasanya tidak berstandar.

6 WVolume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya

mertpakan pembeli yang berdaya beli rendakb,

saha skala kecil dapat berupa family enferprise, dimana ibu dan anak-

anak dapat membantu dalam usaha tersebut baik socara langsung

maupun tidak langsung.

& Tawar.menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi cirl
yang khas pada usaha perdagangan kaki [ima.

g  Palam melaksanakan pekerjaan ada yang secara penub, sebapian lag
melaksanakan setelah kerja atau pada wakbu sengpang, dan ada pula
yang melakukan secara musiman.

10, Barang vang dijual biasanya comwninnce goods, jarang selkall speciality
2o0as,

11. Berada dalam suasana psikologis Hdak tenang, diliputi persaan takui
karera Tim Penertiban Umum (TIBUM)

Ly

=]

Pola Pengelolaan PKL

Dalam melakukan penanganan secara komprehensil dan menyeluruh
terhadap preblematika  pedagang kaki lima, maka operasionalisasi
perencanaan harus dilandasi pemikiran dan keinginan untuk mengubah
wung menjadi pangkal, mengubah bencana menjacdi rakhmat, mengubalh
potenst menjadi aktualitas, Apapun pendekatan yang dipilih, prinsip yang
mestinya dipegang para penentu kebijakan adalah membantu hal-hal
yang mereka sendiri tidak dapat mengatasi dan membiarkan mercka
berkembang secara mandiri serta ikut memutuskan masa depannya
sendiri dengan pilihan alternatif yang terbuka. Dalam hal ini ada dua hal
pokek yang harus diperhatikan sebagai faktor kunci keberhasilan program
ini, yakni; lokasi dan alokasi, Pilihan lokasi vang tdak tepal akan
membubarkan rencana yang telah digariskan. Demikian pula alokasi yang,
tidak seimbang (menyangkut pendanaan atau baniuan keuangan, jumlah
dan besaran yang dibantu, dan lain-lain) akan menimbulkan keruwetan
baru, Karena itu, jenis-jenis participatory plamting dan advocacy pltnning
sudah saatnya unluk diterapkan melalui forum dialog dan sambung rasa
vang pentih suasana kekerabatan karena pada dasarnya lidak seorangpun
vang Lerkehendak secara sengaja untuk lebih menyengsarakan kaum
marjinal perkotaan yang memang sudah lama sengsara. Bukan fidak
munpkin kelompok masyarakat yang kerap dianggap sebapai masalah
perkataan bisa  menjadi rakhmat penyelamat masa datang, Calam
meningkatkan peran serta PKL sebagal pemberi kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAL), maka pemberdayaan KL diarahkan uniuk :

ug
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Melaksanakan birbingan dan penyuluhan manajemen usaha secara

bertahap kepada para PEL yang cudah memiliki Tanda Daftar Lisaha

(TDU) atav melalui ketua Lelompok/ paguyuban yang telah dibentuk.

9 Memberikan kesempaten dan mendorong kepada P'KI. unbuk
melakukan  kerjasama  usaba  dengan pemerintah/ pemerintah
dacrah/swasla,

4, Melaksanakan bimbingan untuk peningkalan madal  melalui
simpanan/ tabungan yang dikelola oleh kelompaok/ paguyuban,

4 Memberikan kesempatan kepada PKL melalui kelompok/ paguyuban
unluk memperoleh fasilitas pinjaman bergulir yang dikelola dar
pemerintah / pemerintah daerah /badan usaha.

5. Menyiapkan disain alat peraga dengan memperhatikan kebutuhan

usaha, keindahan dan keserasian lingkungan.

5. Memberikan perlindungan serta kesempatal berusaha kepada PKL
dengan memanfaatkan wadah koperasi.

7. Program pemberdayaan PKL dilakukan secara lintas scktoral di
bawah koordinasi Dinas Koperasi dan PRL dan dapat melibatkan
pihak swasta,

BAB II1
KERANGEKA PIKIR
KEBIJAIKAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL)

DI SURABAYA

%eberadaan Fedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya, dan kota-kota lain
pada umumnya, selalu menimbulkan potensi  dan  masalah  bagi
pererintah kota. Potensi tersebut dapat dilihat dari peranan PEL dalam
menciptakan  kesempatan  kerja,  output sektor riil,  kesejahleraan
masyarakal, dan menyediakan barang scrta jasa kebutuhan yang relatil
murah, Sementara masalah yang ditimbulkan berkaitan dengan estetiks
kota dan lingrungan sekitarnya. Dengan mengidentifikasi potensi dan
masalah tersebut, maka penmerintzh kota perlu mengambil kebijakan dan
pembinaan terhadap PKL dengan tujuan untuk menciptakan PEL scbagai
unit usalia mandiri scbagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah
Kota Surabaya MNomer 17 Tahun 2002 Tentang Penalaan dan
Femberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dalam pelaksanaannya diatur
dalam Keputusan Wali Kola Surabaya Nomor 17 Tahun 2004. Kebijakan
PEI ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif yang merupakan
masalah dari keberadaan PKL sedangkan pembinaan diarahkan untuk
mengoptimalkan palensi PRI sehingga dapal memberikan peran yang
lebih besar bagi masyarakat dan Pemerintah Kola Surabaya. Kebijakan
dan pembinaan PKL lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut.

44
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Eebijakan & Pembinaan ‘
Meclapang Kakf Lima (PEL)

ldentifkes:

|_ Masalah & Botensi

| |

[ POTENSI MASALAH
L Pedagang 1 1, Pedagang
—Em;ﬂl Maiyjualan - Permaodalan
=Pendapatan - Legalitas dan kepastia
2, Daerahy Kota uzaha ki
- Pendapatan - Lokasi
- Penyerapan Tenapa Kenja - 5B
- Penyediaan lurang 2. Dagrah/Kota
kebutulban - KEemacelan
- Kebersihan & keindalun

L |

INDIKATOR-INDIKATOR
L]llmiah & kepadatan PKL perwilayah

- Omezet KL
- Pendapatan bersih PKI

KEB[[AKAN
-Legalitas usaha
- Ponataan

= [delokasi

- Fenerliban

PEMBINAAN

- Permodalan

- Kemitrean denpan dunia usaha & swasta
- Iklim Wsaha

= Asnsiasi/ piguyuban

v

UM Formal & Mandiri J
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BAEB 1V
PEMBAHASAN

Peranan dan Potensi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya

Meskipun keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih mengundang
kontroversi, namun sekior ini memberikan potensi besar terhadap
perekonemian Kota Surabaya, Folensi tersebut dapat dilihat daci peranan
dan kentribusi PEL dalam menciptakan kesempatan hetja dan usaha,
meningkatkan kesejahteraan dan daya masyarakat, meningkalkan output
sektor riil dan pendapatan dacrah, serta mendukung semangat
kewirausahaan dan sektor pariwisata.

Menciptakan Kesempatan Kerja

Sektor informal PKL mempunyai peranan penting dalam mengatasi
masalah  Ketepagakerjaan.  Ketika scktor formal lidak dapal lagi
menampung pertumbuhan angkatan kerja yang cepat, maka suktor ini
mampu menyerap kelebihan penawaran lenaga kerja tersebul Dala
menunjukkan bahwa dalam  melakukan usahanya 'Kl rata-rata
mempekerjakan 2 orang tenaga kerja di luar anggota keluarga. Dari hasil
perhitungan diketahui bahwa gaktor informal PKL diperkirakan telah
mempekerjakan 21,298 orang lenaga kerja pada tahun 2003, Dengan
pertumbuban rata-rata PEL 1142% per tahun, maka diperkirakan sekior
ini mampu mempekerjakan 23,842 orang tenaga kenja pada tahun Z004.
Dengan demikian, pada tahun 2004 sexior informal PEL mampu
menyadiakan kesempatan kerja bag 2444 orang tanags kerja baru atau
memiliki daya serap 15,4% total pencarl kerja di Surabaya, Perhilingan ini
didasarken pada estimasi jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan di
Surabaya pada tahun 2004 berjumliah 15.857 orang.

Kesempalan kerja i sektor informal PKL ini diperkirakan akan
mengalami  peningkatan  dalam tahun-tahun mendatang  menging#t
kandisi perekonomian yang masih dalam masa krisis. Faisal Basri (2003)
mengatakan bahwa “Indonesia dikatakan tiddak lagi krisis jika
pertumbihan chonomi mencapal £3% untuk menopang angkatan kerjn
baru sebanyak 2.1 juta orang per tahun, Perkiraan hingga tahun 2007
pertumbuhan ekonomi masih di bawah 6%, Datam kondisi sepertl ini,
jumlah tenaga kena yang memilih sekior informal, khususnya PKL,
semakin meningkat karena seklor ini “gasy to entry”, Artinya untuk bekerja
di sektor iri tidak membutuhkan pendidikan formal yang linggi dan
pengalaman kerja yang memadai, Disamping itu, surpius tenaga kerja di
soktor pertanian (dan pedesaaan) dan meningkalnya tenaga  Kera
berpendidikan tnggi i perkotaan menyebabkan semaking torbatnsnya
bekeja di sektor sektor formal dan menjadikan PKL sebagai pilihan
allernatif untuk bekerja dan berusaha,
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Meningkatkan Kesejahleraan Masyarakat

Sektor informal PKL merupakan sumber penghidupan bagi
sebagian  masyarakat Ribuan orang di Surabaya menggantungkan
hidupnya pada seklor ini, Jika jumlah PKL yang terdata di Su rabaya ada
10659 arang dan diasumsikan satu orang FKL menanggung 3 anpeoda
keluarga (1 orang isteri dan 2 orang anak), maka saat ini terdapal 42,769
arang yang hidupnya terpantung pada usaha sektor ini.

Selama ini ada snggapan bahwa pendapatan PKL pas pasan dan
karaf hidupnya berada pada golongan menengah ke bawah. Fenelitian ini
menunjukkan bahwa secara umum tingkal kesejahteraan PKL (diukur
dengan secara ekonomis) relatif lebih dari cukup. Dari hasil perhitungan
diketahui rata-rala pendapatan bersih PKI. scbesar Rp 2.280.00,- per bulan
alau Rp 27.560.000 per tahun, Jika dibandingkan dengan pendapatan per
kapita penduduk Surabaya (diukur dengan PDRB per kapita) pada tahun
2002 scbesar 16.585503,-, maka pendapatan PKL tersebut sckitar 1,7 kali
Upatnya. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa pada umumnya
tingkat kesejahteraan PKL di Surabaya cukup linggi dan berada pada
posisi di atas kesgjahleraan rata-tata penduduk Surabaya, Selain dapat
meningkatkan kesejahteraan bagl PKI, sektor infarmal PKL yang
menyediakan barang-barang kebutuhan dengan harga yang relatif murah
secara fidak langsung berperan dalam meningkatkan daya beli atau
kesejahteraan riil masyarakat. Dengan sejumlah dana tertentu, masyarakat
yang berbelanja di PKIL dapat membeli barang dalam jumlah vang lebih
panyak dibandingkan dengan berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan
formal, seperti supermaket, mall, dan lain-lain. Kelebihan lain PKI.
dibandingkan dengan pusat perbelanjaan formal adalah Waktu juslan
PKL yang hampir tidak pernah berhenti sepanjang siang dan malam
sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebuluhannya
seliap saat.

Berkritan dengan peranan sektor informal untuk meningkatkan
kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat, maka sektor ini dapat
dipandang sebagai katup pengaman perekonomian karcna mampu
menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar, bahkan Lkapasitas
penyerapan tenaga kerja di sektor ini Hdak lerbatas. Sektor ini juga
berperan dalom mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan
masyarakat schingga dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang
dapat meredam gejolak-pejulak sosial, seperti kriminalitas.

Meninghkatkan Qutput Sektor Riil

Dalam skala makro, sektor informal PKL mempunyai peranan
penting dalam menciptakan output sektor riil. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa omzet rata-rata per hari PKL sebesar Rp 262.000-
Dari data tersebut diketahui bahwa estimasi total omzet PKL di Surabaya
(asumsi 10699 "KL} dalam selahun sebesar Rp 842.546.250.000 -,
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Dengan marjin pendapatan bersih terhadap omact penjualan
cohosar 34,7%, maka diperoleh nilal tambah outpul sektro riil PKI1. sebesar
Rp 292 363.548.750,-. Semenlara itu, nilai estimasi PDRE atas dasar harga
berlaku Surabava tahun 2003 sebesar Rp 3l 188,650 796.608,~. Dengan
demikian, kontribusi output sektor informal KL terhadap PDRE sekitar
0.57%.

Walaupun kontribusi tersebut relatif keril, namun anpka tersebut
relatif lebih besar dibandingkan dengan sub sekior tekshl. barang kulit
dar alas kaki, serta sub sektor air bersih, dan lain-lain. Kontribusi sektro
informal PEI. lersebut diperkirakan semakin meningkat untuk tahun-
tahun mendatang mengingat jumlah PKL meningkat rata-rata 11,42% per
tahun, sedangkan PDRB tumbuh hanya 4% per tahun. Lisamping i,
jumlah PKL di Surabaya saat ini diduga jauh lebih besar dari jumlah yang
terdata (10,692 erang). Menurut sumber informal, jumlah PEL diSurabaya
saatini mencapai lebib dari 20.000 orang alau lebih dari dua kali lipat dari
jumlah PK1. yang terdata di Biro I"erekonomian Kota Surahava,

TABEL 4.1,
KONTRIBUSI SUB SEKTOR EKONOMI TERHADIAD FDRD
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2003

Mo Sub Scktor Kontrlbusi
thd PDEEB
1 Makanan, Mimuman, dan Tembakau / Food, Bivernge ard Tobacra 17.53%
2 | Perdagangany Trade - 1691 %
3 | RestoraryResimirans i s )
4 | Angkutan/ T rars porfatian 2ha% |
5 | Logam Dasar Besi dan Bajaf fran and Stec] Razie Tindist ries 467 % ,
& | Semen dan Barang Galian Mon Logam 4.00%
7 Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan A%
3 Bank 3.34%
2 | Jasa Penunjang Anghkutan 3.28%
10 | Angkutan lalan Rave/ Bead Transpertation 3B
|11 | Swasta/ Prizate 1 [ g%
12 | Jasa Paroramean tan Rumab Tangee/ Fersaml i !-J_'L'rns;'uahi 2.67% |
13 | Hemunikas Citaiesntion 4 | 2.38%
14 | Posdan Telekomunikasy Pt gnd Telecommmimaatian 200% |
15 | Pemerintahan Umum/ General Aduirsirain 1.76%
16 | Jasa Perusahaan/Busimess Seruie 143%
17 | Listrik/ Electricity , il [.24%
| 18 | Barang Kayu dan Yasil Hutan Lain/ Woods end ollier Farest Producls Lg%
19 | Kertas den Barang Cetekan/ Paper aud Prinbd Products 1.07%
M| Gas 0.585%
21 | Rarang Lainnya) Other Products _ 0.84 5%
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2 | Hot! T ems% |
23 | Angkutan Laut/Seq Tromsporhtliorn ___ RIS
24 | Sewa Bangunan/Rented uf Budiing v T
15 | Pupuk, Kimie, dun Barang dar Karel 0.67%
36 | Lembags Kevangan Bukan Hank/Olkers ; | (.58 %
27 | Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki | 052% [
28 | Air Bersihy Claan Waler k| H42%

29 | Jasa Sesial Kemasyara katan/ Social and Heowsceitold Serone _UAs

30 | Jusu Penunjang Telekomunikasi/ Seruice Allied fo Televarnticnicalion 03s%m
81 | Perikanan/ Fisheny ) R I K

52 | Angkutan Bel/ Bauway Trensp talizin : 115% b
33 | Jasa Hiburan dan Kebudayasn/ Entertinment and Crellpernl y O0E%
94 | lasa Penunjang Kevangan/ Sevvice Alluad fo Pt _ U
33 | Angkutan Penyeberangan,/Vvieher Trtnsporiation =t U lia's
35 | Tanaman Bahan Makanan/ Furm Food Corp 3 l DA%
37 | Peternakan/Liestock | 0l
38 | Penggaliun/Cuornang ‘ 0.01% ,

Sumber . Surabaya dalam Angla, 2002 (diclah)

Meningkatkan Pendapatan Daerah

Keberadaan PKL jika dikelola secara serius oleh pemerinlah daerah
mempunyai potensi penerimaan yang besar bagi pendapalan daerah Kota
Surabaya, Dari hasil perhitungan lerhadap sejumlah sampel dikeahui
besarnya pungutan rata-rata relabif kecil, yaitu sebesar Rp 36500~ per
bulan atau Rp 678.000- per tahun atau hanya sebesar 0,9% dari omzet
penjualan. Pada umumnya PKL membayar pungutan rutin untuk jasa
sewa tempat, kebersihan, dan keamanan kepada pihak-pihak yang tidak
resmi (penguasa setempat), Biasanya pungutan tersebut dibayar harian
dan besarnya pungutan bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah lain.
Bercdasarkan data yanp diperoleh, terlihat bahwa tidak ada dasar
penetapan pungutan yang baku, baik berdasarkan omzet penjualan, lokasi
usaha, jenis produk, maupun waktu usaha.

TABEL 4.2
KONTRIBUSI RETRIBUSI TERHADAFP PAD
TATIUN 2003

r:iu | Jenis [.ldlrihusi H:;rl;[?i:l:.
1 PRetibusi Pelayanan Persampuhan, Kl:"i‘l;.‘.r!-llhiir‘l (.25%

2 | Retribusi Tiin Mendirikan Bangunan > | Ba%

5 | Ratribusi Pemakaian Kekayaan Dacrabh bt gt Faah -keia 5804

4 | Ratribusi Terminal A23%
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5| Retrihusi Penggantian Biaya Cetak Preia : : 313%
6 | Retribusi Pasar Grosirdan atau Pertokoan _ 241%
7 | Retribusi Parkir i Tepi Jalan Umum 230%
& | Rotribusi Penpujian Kendaraan Bermatar 1.28%
3 | Retribusi ljin Gangguan :B9%
10 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil D.E6%
11 | Retribusi Pelayanan Kesehatan R DEL%
12 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSU Swadara Tambakrejo =y 0.60%
13 | Retribusi Tempal Rekreasi dan Olah Raga : T 0.25%
14 | Retribusi ljin Penpambilan Hasil Hulan lkutan | 0.24%
15 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0.17%
16 | Retribusi Tempat Khusus Parkir 015%
17_| Retribusi fjin Trayek p1a% -
18 | Retribusi Palayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayal D06%

| 19 | Retribusi Penyedotan Kakus o ] P 0.05%

20 Retribusi Potong, Fohon 0.00%

Sumber : Surabava dalam Angka, 2002 (diolah)

Sejauh ini Pemerintah Kota Surabaya belum menggarap pungutan resmi
dari PK1. padahal sektor ini menyimpan potensi pendapatan daerah yang
sangat menjanjikan. Jika pemerintah kota melakukan pungutan sebesar
rata-rata nominal Rp 56 500,- per PKL., maka dari sektor informal PEKL di
Surabaya dapat dihimpun dana pendapatan dacrah sekitar Rp
7.253.922.00,- per tahun. Jika diasumsikan PPendapatan Asli Daerah (FAD)
Surabaya Tahun 2003 sebesar Rp 305649.486.100,- maka rasio nilai
pungutan PKL tersebut terhadap PAD sckitar 2,37%. Dibandingkan
dengan jents tetribusi lain yang dipungut pemerintah kota selama ini,
angka tersebut relatif cukup binggi dan diperkirakan akan meningkat di
tahun-tahun mendatang.

Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan dan Sektor Pariwisata

Pedagang Kaki Lima (PKL) dapal dianggap sebagai kiat hidup
dan geni berusaha Dengan pendidikan formal rendah, modal relatif kecil,
dan manajemen keluarga, PKL mampu mengangkat hidupnya ke taraf
kesejahteraan ckonomi yanp lebih baik. Sistern  pemasaran yang
digunakan adalah "menjemput bola” dengan mendekatkan produknya
kepada konsumen. Fakta lersebut menunjukkan bahwa PKL mempunyal
semangat kewirausahaan yang gigih, mandiri, tidak tergantung pada
bantuan pihak lain.

Di samping itu, jika dikelola dengan profesional sektor informal
PKL dapat menjadi objek pariwisala yang mempunyai daya tarik
tersendiri. Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan bahwa sehtor
informal mampu berdampingan, bahkan saling membutuhan, dengan
sekior formal. Contoh konkrit di Indenesia yang dapal dijadikan acuan
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adalah Kavasan Mariobora di Yogyakarta dan Kya-Kya di Surabaya yang
mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen dan wisa trwan,

Masalah, Kebijakan, dan Pembinaan PKL di Surabaya

Mercbaknya jumlah PKL secara umum dapat terjadi karena dua
taktor, Pertama, Taktor vang menjadi penarik yaitu adanya permintaan
dau fututan pasar lerhadap jasa PKL sejalan dengan  peningkatan
kebutuhan dan variasinya yang membutuhkan pelayan copat dengan
harga yang lerjangkau. Kedieg, faktor yang menjaci pendurong, vaitu
melivasi para pebisnis jalanan, PKL, untuk memperoleh pendapatan yang
dianggap memadai,

Sementara ity pada saat yang bersamaan, perkembangan jenis
usaha ini menimbulkan dampak ikutan baik yang bersifal pesilip maupun
negatip. Dampak positip yang timbul antara lain berkurangnya beban
pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, serta menjadi alternatif
“terbaik” bagi pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakal menengah ke
bawah. Berbagai studi terhadap jenis usaha ini menunjukkan bahwa
sektor informal PKL telah menopang seklor formal dengan menyediakan
lapangan kerja bagi kelompok  penduduk  usia kerja yang tidak
terlampuny di sekior fermal, serta menyediakan beraneka ragam alal
pemuas kebutuban yang lerjangkau daya beli para pekerja sektor formal.
Sedangkan dampak ikutan yang bersifat negatip antara lain lergangrunya
Fangsi penyadiaan fasilitas publik yang terwujud dalam bentuk kemacetan
lalu fintas, alih fungsi pengpunaan trotoar, taman kota, serta dengan
segala atributnya dianggap mengpanggu acstatika kota,

Herbagai studi tenlang sektor informal menunjukkan bahwa hal
terpenting vang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat yang bekerja di
sektor infarmal adalah adanya legitimasi menjadi ekonomi formal atau
dari kesan ilegal menjadi legal agar kesejahteraannya meningkat dan tidak
hanya sekedar dapal mempetiahankan hidup. Pedaygang kaki lima sebagai
bagian dari perekonomian  informal merupakan bagian  kecil dari
perekonamian kola, namun mempunyai peran yang cukup vitzl dan
menjadi bagian vang tidak terpisahkan dari perekonomian kota, Tingkat
pertumbubannya cukup tinggl. hahkan di beberapa negara mencapai lebih
dari 50% penduduk kota. Sejalan dengan pertumbubannya, cakupan
aktivitasnya juga semakin luas, semakin banyak orang vang mencari
unbung dalam bisnis di jalanan, membuat masalah pedagang kaki luma
tidak banyak mergalami pervbahan dari waktu ke waktu.

Kebyakan pengelalaan pedagang kaki lima pada umunimya mencakup
Hpaya-upaya untuk membuat pedagang kaki lima menjadi bagian ar
kebijakan struktural yang lebih Juas dan untuk meningkatkan standar
hidup dan kesejahteraan mercka, Oleh karena i, isu-isu terkait dengan
kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima pada umumnya meliputs;
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« Pomberian status ‘lsgal’ melalui penerbitan surat ijiin  usaha,
perlindungan hukum dan penyediaan 2003 perdagangan.

« Fomberian akses legal untuk menggunakan space yang lepat dan
tersedia di dalam area kota,

= Terlindungan terhadap mata pencaharian pedagang kaki ima di saat
ini dan kelangsungan usahanya.

« Menjadikan pedagang kaki lima sebagal kemponen dari perencanaan
pengembangan kota dengan memperlakukan mereka sckagai bagian
integral dari sistem distribusi perkotaan.

«  Penentuan mekanisme non formal yang tepat dan partisipatil yang
melibatkan pedagang kaki lima, pemerjntah daerah, swasia dan
instanst/ pelaku lain yang terkail.

« Penyediaan kemudahan pedagang kaki lima dalam mengakses kredit
dan jasa-jasa finansial lainnya.

Keberadaan DKL selalu membawa dampak pada dua sis1 yang
herbeda, Di satu sisi PKI mempunyai peranan dan potensi bagi
masvarakat dan pemerintah dacrah, tetapi di sisi lain PKEL dianggap
menimbulkan berbagai masalah bagi kota seperti MEnggangpL kebersihan
dan keindahan kota, ketertiban lalu lintas, keamanan, menyilitkan tata
ruang. Melihal potensi dan masalah yang ditimbulkan dar keberadaan
PKL tersebut, hendaknya pemerintah Kota Surabaya lebih berhati-hall
dalam mengambil kebijakan pengelolaan PKL. Sesual dangan Keputusan
Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tenlang Polaksanaan
Peraturan Dacrah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 lentang Penataan
dan Pomberdayvaan Tedagang Kaki Lima, maka pengelolaan PKIL.
dimaksudkan untuk memberikan kepastian usaha, perlindungan serta
pengembangan usaha yang tertib, teratur, aman, serasi, selaras dan
seimbang dengan lingkungannya. Dengan kata lain, keberadaan PEL
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan
pemerintah kota dengan tidak merusak lingkungan dan fasilitas kota.
Walaupun demikian, pemerintah lidak dapal mengharapkan sektar
infarma! PEL menjadi tumpuan perckonamian daerah sebab dalam jangka
panjang  keberadaan PKL justrd kontra-produkbif dengan  usaha
peningkatan pendapatan masyarakat lerutama investas. Faisal Basri
(2004) mengatakan bahwa semakin maju perekonamian, sektor informal
seharusnya semakin menciut dan jika lebih dari 70% lenaga kerje bekerja
di sektor informal, maka merupakan “alarm bahaya'.

Pada bagian ini akan diuraikan tentang masalah-masalah utama
tarkait dengan keberadaan dan perkembangan pedagang kaki lima
bordasarkan kempilast lemuan-temuan di lapangan. Selanjuinya dari
permasalahan yang ada akan dikemukan berbagai alternatif penyesaian
yanp, mungkin dengan memfokuskan pada pembinaan dan kebijakan
pengelolaan KL
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Masalah : Pertumbuhan Jumlah PKL Tinggi dan Penyebaran Tidak
Merala
Hasil penelilion menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah PKIL. dalam
liga tahun terakhic (2001 = 2003) sangat tinggil, yaito rata-rata 1142% per
tahun dengan penyebaran yang tidak merata. Jumlah PEL terkonsentrasi
di tiga wilayah : Surabaya Pusat, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan,
Kondisi ini tentunya akan membawa dampak negatif bagi ketiga wilayah
tersebut ["emerintah wilayah tersebut akan mengalami kesulitan dalam
perencanaan pembangunan wilayah yang melibatkan penyusunan tata
ruang dan warga wilayah tersebut akan menangpung biaya sosial vang
cukup tingpi dati keberadaan PKL lersebut, misaloya kemacetan dan
pencemaran lingkungan yang tinggi. kData penelitian juga membuktikon
bahwa sebagian besar (69.2%) PKL berasal dari luar Surabaya. Kendisi ini
tenlunya sangal ronis karena fasilitas publik dan sumber dava ekonomi
vang diperuniukan uniuk warga Surabaya ternyats dinikmati oleh
penduduk di luar Surabaya, sedanpkan dampak negatif yang ditimbulkan
menjadi beban yveng harus ditanggung oleh warga Surabaya. Kondisi ini
pula akan sangat menyulitkan bagi pemerintah kota untuk melakukan
perencanaan  pembangunan  wilayah, terulama berkaitan  dengan
penyediaan sarana dan prasarana fasilitas publik.
Rekomendasi :
Legalisasi Usaha
Kebijakan yang dapal diambil pemerintah kota untuk mengatasi masalal-
masalah tersebul adalal dengan melakukan legalisasi usaha PKL.
Kebijakan ini dilakukan dengan cara pemberian ijin usaha. Syaral
perijinan mengacu pada Peraturan Dacrah Kota Surabaya Nemor 17
Tahun 2003 Tentang Penatsan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Kepuhisan Wali Kota Surabaya
Nomar 17 Tahun 2004, Permehonan ijin diajukan melalui Paguyuban PEL
Surabaya ('PKLS) dengan melampirkan persyaratan :
*  Kartu Tanda Penduduk (KTT) Surabaya
«  Rekomendasi dari Camat dari wilayah kerja PKL
*  Gambar alat perage vang digunakan
*  Surat pernyataan yarg berisi :
s Tidak memperdagangkan barang ilegal
»  Tidak membuat banpunan permanen/semi permanen di lokasi
tempat usaha
»  Mengosongkan/ mengembalikan/ menyerahkan lokasi PEL
kepada pemerintah kota apabila lokasi lersebut dibuthkan tanpa
syarat apapun
Dalam ijin usaha tersebut hendaknya juga telah diatur lokasi usaha, waktu
usaha, jenis produk yang diperdagangkan, serla laril yang besarnya
bervariasi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, Jika persyaratan
iiin usaha tersebut teleh dipenuhi, maka pemerintah menerbitkan Tanda
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Daftar Usaha (TDUY yang merupakan identitas resmi PKI. Dalam

menentukan lokasi usaha, maka perlu diperhatikan beberapa

pertimbangan sebagai berikut:

1. Dekat dengan kegiatan ekonomi

Lari hasil penelinan teridentifikasi bahwa PKI. menempati lokasi-lokasi

yang dekat dengan kegiatan ekonomi, yaitu :

*  Dekal jalan, pasar, rumah sakit, dan sekolah

*  Dekat pusal binis/ pertokoan

*  Dekat pemukiman/perumahan

»  Dekat fasilitas umum lainnya, misalnya masjid, lapangan, dan pusal
keramaian lainnya.

Dengan demikian, lokasi PKL tidak terlalu jauh dari pusat kegiatan

ekonomi atau konsentrasi masa dan dapat dijangkau dengan transpartasi

umum dalam waktu yang tidak lerlalu lama.

2. Adanya kepastian usaha

Kepastian usaha dapat dilihat dari indikator-indikator :

*  Jumlah pembeli potensial

» [Daya beli penduduk

3. Lahan yang memadai

Lokasi yang digunakan untuk mepampung harus merupakan lahan

kosang, luas, dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Lahan lahan vang

memenuhi kriteria lerselul dapal berupa !

= Pasar

= Fasilitas umum milik pemerintah

=  Space perlokoan, kantor, perumahan

» [Lahan kelurahan/kecamatan

Dr. Ir. Haryo Sulistiarse (2004) telah mengidentikasi

memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, yaitu ;

lukasi-lokasi yang

Surnhava Pusal Surabaya Utara Surabaya Timur Suralraya Selatan Surabaya barat
Pasar Gerlenyg » Pelabubion Ampel = L Mulyosar o Pasar & stasinn | ¢ Kondor 11 Bayen
N Tunjungan Kembang Jepom s Lalavi Mall Wonoksoma Sunpkane - [I HR
1. Prabon Pasar Tambahrejo = Kampus ITATS = [ebun Binatang *Mubamenad
Koridor JI Pasar | » Kapas Krampung | = ]I Kerlajava Surahaya Karang Pilang
Kembang - L Jembatan  Merah | ¢ RSUD Dr, | » Terminal  Joyo Sepanjanp
Kedung Dora Plaza Sectamo Boyo

Plaza Tunfungan & ["azar Pucang * Terminal

Pasar Mauran s Pasar Keputran Bralang

Fagar[ur » Termingl Bungur

11 Dremak - Tupak Al
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Pemerintah  kota jupa harus menetapkan area/zona yang hdak

diperbolehkan untuk usaha PKL, terutama Kawasan Terlib Lalu Lintas
{KTL), seperti ;

= |l Diponegoro * L Wonokroma

= I Ciliwung e L Rayu Barmo

& L Adilyawarnman * . Urip Sumaoharjo

o L Kutai v 1 Basuki Rahmat

v I, Bengawan * |l Embong Malang

= JI Dr, Soeome * L Praban

= L Mayjen Sangkono = |l Bubutan

= LA Yani * L Gemblongan

# L Tunjungmn = |L Panglima Sudirman

o |l Femuda = [L Raya Gubeng,

* |l Pahlawan

Pemalaan PKIL

Kebjjakan vang dilakukasn untuk pengelolaaan PEL setelah melopalkan
usaha PKL adalah penataan PKL. Pemerintah harus mengatur luas tempat
usaha PKL untuk menciplakan kenyamanan berbelanja bagi konsumen.
Disamping itu, penataan luas tempat usaha PKL juga dilakukan untuk
menghilangkan kesan bahwa PKL tempat usaha PKEL kotor dan kumuh.
Penataan PKL juga dapat dilakukan melalui pengaturan wakbu usaha
Tujuannya adalah untuk mencepah timbulnya kemacetan lalu lintas,
terutama di daerah-daerah padat PKL.

FPenertiban

Penertiban FKL merupakan kebijakan terakhir yang dilakukan pemerintah

uptuk para PKL liar atau PKL legal tetapi tidak mematubi kewajiban-

kewajiban atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang, misalnya ;

* Mendirikan banpunan permanen,/semi permanen

= Mempergunakan tempat usaha sebagai tempal tinggal

*  Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbolikan

* IMelakukan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam
DU

Sosialisasi

Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL dapat dikurangi
jika pemerintah dari awal melakukan pembinaan melalui sosialisasi
kepada PKL. Sosialisasi tersebut meliputi : tempat usaha vang
diperbolehkan/ dilarang untuk usaha PKL melalui tanda/ rambu-rambun
PKL, sosialisasi kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan
memberikan pelatihan eleh ditas-dinas lerkait, dan lain-lain

Masalah: Akscs terhadap Sumberdaya dan Pasar

Hasil penelifion menunjukkan bahwa 70% FKL di Kota Surabava
hanya tamat pendicikan dasar (SD dan SMP). Kondisi i tentu saja akan
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dapal menjadi faktor penghambat bagi para KL untuk meningkathan
skill, pengetahian serta lebih jauh untuk mengakses informasi, dan lemah
dalam mengakses kredit dari lembaga keuangan formal. Hal ini pula yang
menjadi saloh satu alasan bagi mereka untuk menggunakan tabungan
cendir, pinjaman dari anggota keluarga, teman dan relasinya [mencapa:
65%) ketika memulai usaha. Lemahnya akses terhadap institust Formal
terschut bahkan kadangkala justru berasal dari institusi formal ih sendiri
Prosedur birokrasi vang tidak berpihak kepada kelompok miskin, adanya
anggapan bahwa tidak profitable memberikan kredit untuk bisris PKIL,
Lredil harus disertai jaminan, pelatihan yang mensyaratkan pendidikan
minimum bagi pesertanya dan banyak lagi kriteria lainnya yang dijadikan
dasar untuk menentukan 'layak atau tidak layak’ Implikasinya para PKL
harus membayar Giaya yang sangal tnpgi, tidak hanya dalam bentuk
uang, tetapi juga waktu.

Lemahnya akses terhadap kredil pada piliran  berikutnya
menyebabkan  rendahnya  kemampuan  PKL - dalam meningkatkan
produksi dan memperluas usaha. Pendapatan yang mereka pada akhirnya
sangat ditentukan oleh sumberdaya yang mercka miliki sendiri, dan
biasanya sangat kecil (69,3% berpendapatan Rp 25.000- sampai dengan
Rp100.000.- per harl) serta sebagaian besar dialokasikan untuk memenuhi
kohutuhan keluarga, schingga tidak mungkin melakukan reinvestasi
untuk memperluas usaba. Pasar para PKL sebagian besar *pedestrian”
yang melewati lokasi hisnis para PKL, sehingga jika para PEL menem pati
vitik lokasi tortentu dalam jangka waktu yang lebih lama, sangal
dimungkinkan konsumen pelanggannya akan bertambah banyak,
Korsumen para PKL. pada umumnya sama, kecuali dalam kasus dimana
terdapal persaingan yang cukup ketat diantara para FKL. Lokasi bisnisnya
yang jauh dari memadai, profesionalisme kurang, daya beli konsumennya
ralatif rendah, bahkan sebagian konsumennya mungkin membeli secara
kredit, juga mempengaruhi pasar para PEL.

ekomendasi

Pendidikan dan Felatihan

1. Pelatihan tentang lala cara dan prosedur pengajuan kredil dengan
melibalkan pihak-pihak tekait antara lain pemerinlah dacrah (sebagai
fasilitator), asosiasi/ paguyuban PKL. LSM, pergnruan tinggi, dan
khususnya lembaga keuangan. Cara ini sekaligus dapat menciptakan
link antara lembaga keuangan formal dengan para PKL.

5 Pelatithan untuk meningkatkan skill para PKT. agar dapat menjalankan
hisnisnya secara lebih formal. Kurikulum pelatihan idealnya harus
mencakup

o Skill manajemen bisnis, antara lain: rencana bisnis, akuntasi
dan penganggaran, rencana pembiayaan, pajak, persediaan,
promesi dan pemasarati.

1
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¢  [Pemahaman tentang peraturan-peraluran daerah/ kota:
Kesehatan dan sanitasi
Pengenalan Bahasa Inggris (jika PKL akan dikembangkan
untuk tujuan pariwisata, seperti i Malioboro atau Bali)
»  Teknik pengolahan makanan dan lain-lain
o Kebersihan alat peraga dan penyimpanan
»  Keamanan
o Keatifan jalan (streef avsdon) dalam menghadapl gangpuan
preman, konsumen yang agresit atupun bentuk pangguan
lainnya.
Penyusunan kurikulum dimotori oleh pihak yang terkait langsung
dengan  pembinaan  PKL, vaitu Dinas EKoperasi dan  Dinas
Perekonomian Kota, serta melibatkan Perguruan Tinggi, LSM,
paguyuban/ asosiasi PKL dan dunia usaha Materi pelatihan
seyogyanya lebih applicable, sederhana dan disesuaikan dengan
kapabilitas para PKL. Pelibatan dunia usaha mempunyai peran yang
sangal penting terkait dengan transfer, sharing pengetahuan dan
infermasi sekitar dunia bisnis. Pelibatan dunia usaha juga akan
membuka poluany kerjasama dalam rangka mencari sumber-sumber
alternatif kredit dan  permodalan, misalnya melalui  pola-pola
kemifraan. Kontrak menyangkut kesedian para PKL untuk menpikuti
program pelabihan akan menentukan topik pelatihan yang memang
sangat diperlukan oleh para PKL,

Pemberdayaan Asosiasi/ Paguyuban dan Koperasi PEL

Partisipasi para PKL dalam merencanakan aktivitas dan secara
umurm pada pembangunan kota sangat lerbatas sebagai lemahnya posisi
asosiasi/ paguyuban PKL, Asosiasi/ paguyuban PKL biasanya tidak
mempunyai  bargairing  power, sehingpa tidak secara cfektil  dapat
menadarong para anggolanya untuk berkontribusi dalam perckonomian
kota. Hal ini juga didukung oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa
asusiast FRL lebih banyak memfokuskan kegiatannya hanya pada isu-isu
kesejahteraan, dan hanya sedikit yang concern dengan isu-isu bisnis yang
mempengaruhi kegiatan para PKL, lokasi usaha, perizinan, kebijakan dan
konsultasi bisnis, Dart Studi PKL di Afrika Selatan misalnya, asosiasi PKL
menyediakan jasa-jasa bisnis bagi para anggotanya seperti pembelian
input, penyimpanan, pemasaran, pelatihan, mewakili anggotanya dalam
proses negosiasi deéngan  pengambil kebjakan, dan  menjalankan
konsultasi bisnis.  Pemberdayaan asosiasi/paguyuban PKL  dengan
demikian sangat penting untuk mengembalikan peran lembaga ini ke arah
yang lebih nyata,

Scmentara itu, pengalaman di Kenya menunjukkan bahwa dalam
kondisi dimana jasa-jasa finansial kurang tersedia, maka peran lembaga
keuangan mikro akan dapat mengatasi perscalan ini. NMamun, karena
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lingkat bunga yang dibebankan terlalu tinggi dan adanya kelerbatasan
lembaga ini untuk mensupport kebutuhan kredit, maka biasanya para
PKL akan mencari sumber pembiayaan dari keperasi PKL ataupun
asosiasi/ paguyuban PKL. Peran koperasi, asosiasiy paguvuban PEL
untuk  memobilisasi  bungan  para  anggotanya dan  kemudian
menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman bergulir menjadi sangat
penting unluk mengatasi masalah tersebut

Kemudahan Mengakses Kredit I

Kebyakan lebih diartikan sebagai benfuk intervensi pemerintah

pusal maupun daerah. Diantara berbagai jenis intervensi yang paling
banyak dilakukan adalah dalam bentuk kemudahan mengakses kredil.
Karena krodil tidak mudah diakses dari sumber-sumber formal, maka
perlu difokuskan pada sumber-sumber alternatif dan mekanismenya
dengan lebih difokuskan pada pengurangan hambatan-hambatan untuk
miendapatkan kredit. ;
Upaya ini pada umumnya dilakukan untuk kelompok masyarakat miskin
pedesaan, letapi tidak menutup kemungkinan juga dapat diterapkan pada
kasus FKL. Dalam hal ini, medel-madel seperti yang dilakukan oleh
Grameen Hank di Bangladesh, BRI, dan Prodem di Belivia yang
mengkaitkan kredil dengan tabungan melalui mekanisme pinjaman
kelompok merupakan contoh nyata dan terbukti secara finansial dapat
berjalan tarpa perlu jaminan. Akses kredit dibuat lebil mudah melalui
penyederhanaan prosedur, bentuk dan mekanisme pembayaran, dan
angka wakty  pembayaran  serta linpkupnya discsuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan PKL. Fakta menunjukkan bahwa para
pebisnis kectl ini tidek pernah mempersoalkan tingginya tingkat bunja
asalkan prosesnva cepat. Artinya tanpa subsidi kreditpun para PXL
sebenarnya mempunyai kemampuan membayar pinjamannya. Dalam
mekanismenya penvelurannya, kelompok sasaran harus jelas (misalnya
untuk PEL yang mempunyai ljin resmi).

Demikian juga, pendampinpan akan sangat diperlukan untuk
menjamin agar  penggunaan  kredit sesuai dengan  peruntukannya.
Pendamping dapat dirckrut dari kalangan Perguruan Tinggi. LSM,
dengan  melibatkan  peran  asosiasi/  peguvuban  PKL. Tugas
pendampingan lebih difokuskan untuk membantu para PKIL dalam
menyusun rencana pembiayaan usaha, Namun demikian, rekomendasi ini
akan sulit diterapkan untuk level daerah, karena kebijakan dalam bentuk
memberi kemudahan dalam mengakses kredil membutuhkan reformasi
terhadap aturan dan kebijakan di sektor kewangan, dimana wewenang
untuk itu berada dalam lingkup kerja pemerintah pusat.

Masalah: Akses terhadap Infrastruktur
Gambaran lainnya tentang PKL sebagaimana juga hasil dari berbagai studi
menunjukkan bahwa unit usaha ini tidak mempunyai ‘lokasi tetap’ atau
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secara umum kegialaunys berlangsung diruang terbuka atau lokasi yang
dianggap ilegal. Di kata-kota besar termasuk Surabaya ketersediaan lahan
sudah semakin langka, schingga regulasi terhadap penggunaan lahan
relatif sulit dilakukan. Sejalan dengan semakin langkanya lahan yang
tersedia, harganya sewanya jupa menjadi semakin mahal. Kondisi in:
memaksa para PKL menyisihkan sebagaian dari pendapatannya untuk
biaya sewa lahan, Akibatnya mereka lebih suka menjalankan kepatannya
pada lokasi-lokasi yang dianggap “rent frea” meskipun atas sikapnva ini
mereka harus sering melanggar aturan, misalnya menempati lasilitas milik
umum  atau bahkan milik pribadi. (53.3% PKL di surabaya hdak
menempall lokasi sesual peruntukannya), Pendapatan para PKL sangat
tergantuny pada [okasi bisnis yang yang mercka jalankan. Pada umu mnya
mereka akan cenderung memilih lokasi yang dekat pusat kols dimana
daya beli dan permintaan terhadap output vang mereka jual terpusal di
wilayah tersebut maeskipun kemungkinan harus mepnnggung resiko
penertiban, Secara individual mereka mengangpap menjalankan usaha
dilokasi yang padat lebih profitable meskipun secara sosial menpganggu
terutama terkait dengan dampak negalip kegiatan terselbut terhadap
lingkungan sekitarnya. Persoalan ini cukup rumit dan tidak dapat
diselesaikan  hanya dengan melihat kemampuan para PEL  untuk
membayar sewa lokasi yang dilempati, karena persoalan yang sebenarnya
adalah konilik antara biaya privat dan sosial dengan manfaat privat dan
sosial alau “trade off” antara efisiensi versus pemerataan. Lemalinya akses
terhadap lahan dan infrastrukiur berdampak pada pendapatan dan
produktivitas pelaku usaha ini serta mobilitasnya. Hanya sedikit para PKIL
yang, bersedia pindah dari lokasi yang dlempatinya sckarang. (dari hasil
penelitian hanya 354% PKL yang pernah pindah lokasi),

Rekomendasi:

Solusi terhadap masalah ini lebih keaspek kebijakan pemerintah
kota. Pelanya mungkin dapat mencontoh dacrah-taerah lain ataupun
negara lain. Beberapa allernatif kebijakan yang digarankan, antara laimn;
Pemerintah dapal mengalokasikan lahan sebagai lokasi ‘pasar’ bagi para
PKIL. dan menyediakan infrastruktur misalnya bangunan sederhana yang
murah (semacam kios) bagi para PKL, Contoh nyala musalnva jakaria
multi-store buildings yang dibangun untuk merclokasi PKI merupakan
wujud pengakuan legal dan dukungan yang lebih besar terhadap
eksistensi PKL. Namun demikian, dari banyak kajian tentang sektor
informal PKL, hanya sedikit kasus (misalnya di Ghana) dimana perencana
kota menyediakan lahan untuk sektor informal lermasuk PKL secara
tesintegrasi dengan perekonomian kota, Bagi kota besar seperti Sura baya
yang ketersediaan lahannya juga semakin terbatas, kebijakan seperti ini
perlu didahului dan didukung seperangkat atruran penunjang.
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Pada tahap awal pemerintah kota perlu melakukan inventarisasi
lahar-lahan milik pemerintah. Labhan-lahan pemerinial yvang masih
menganggur munglin dapal digunakan untuk kepentingan tersabut,
ramun lelap harus mempertimbangkan aspek lokast bisnis bagi para FKL.
Alternatifnya, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap peraturan-
peraturan tentang pengrunaan lahan (zoning regulaiion ), transaksi jual beli
lahar, sewa, sehingpa penggunaan lahan kota yang tidak untuk
peruntukannya dapat dihindari, serta agar cukup tersedia space bagi PXL.
Pemerintah  dengan  otoritasnya  dapat melibatkan  sektor dalam
menyelesatkan masalah keterbatasan lahan untuk PKIL. Berdasarkan
pemikiran  bahwa PEL  dengan  segala  atribut  informalnya turut
mendukung keberadaan sektor formal dalam bentul penyediaan barany
dan jasa yang murah bagi pekerja sektor formal,

Fenomena kemunculan PKL jupa dapat dipicu oleh dorongan
permintaan lerhadap output yang mereka jual, Sejalan dengan munculnya
kawasan  perumahan, indostri, perkantoran, mall, baru permintaan
terhadap jasa PKL juga akan muncul, Terkait” dengan hal tersebut,
pemerintah  dapal  membual  peraturan yang  mewajibkan  para
pengembang menyediakan space pada area yang akan dibangzun untuk
menampung PKL Relekasi PEL. Langkah ini pada uvmumnya tidak
disukai oleh sebagian besar PKL (dan hasil penelitian 54,5% tdaks setuju
dengan relokasi). Alasan utamanya para PKL takut kehilangan pelanggan
(10,9%) vang berarli berkurangnya pendapatan vang mereka peroleh,
Penolakan ini kiranya wajar, karena dar| banyak kasus yang teradi,
kebijakan merelokasi PKL ke tempat yang baru seringkali mengabaikan
kelangsungan usaha para PKL. Berangkal dari kondisi terscbut, pemilihan
altermatif lokasi vang tepat perlu dilakukan.

Crart hasil penelitian  terunpgkap keinginan para PEL jika
direlokasi, dimana sebagian besar memilih alternatif lokasi yang lehih
ramai dari lokasi asal. Relokasi akan menjadi solusi vang efektif bagi PKL
ying menempati lokasi dengan kepadatan PEL Hnggi Cara termudah
untuk melihat tingkat kepadatan PKL dapatl dilakukan dengan rasio
penduduk terhadap jumlah PKL di lokasi tersebut. Besaran ini
menunjukkan banyaknya penduduk yanp dapat dilayani oleh PEL
Alternabif  Ininnya  dapat dilakukan dengan menpobservasi  trend
permintaan terhadap jasa PKL di lokasi yang sama. Jika tréndnya
menurun menurun atau stagnant, hampir dipastikan bahwa kepadatan
PKL di lokasi tersebut cukup tinggi, Hal yang sama juga dapat dilakukan
dengan mengajukan pertanyaan terhadap sampel PKL disuatu lokasi
tenlang linghal persaingan diantara mereka. Jika sehagian besar menjawab
tingkat persaingan diantara mereka cukup ketat, maka hal tersebut
mengindikasikan kepadatan PKL yang cukup tinggi,
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BABYV
SIMPFULAN DAN SARAN
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Problema pedagang kaki lima secara umum relatif sama dan tidak
berubaly dari waktu ke waktu. Hampir seluruh kota besar i dunia tidak
terkecuali Surabaya menghadapi masalah serupa, Namun demikian,
solusi tiap-tiap kata, kebijakan dan peraturan yang ditujukan terhadap
mesalah tersebut dapat berbeda antara satu kota besar dengan kot besar
lainnya. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara
lain: intensitas masalah dan vanabilitas kondisi sosial-ckonomi seperti
jumlafy dan kepadatan penduduk, kegiatan ekonomi, kelersediaan
sumberdaya, kelersedigan infrastrukbar,

Persoalan pedagang kaki lima mempunyai dimensi ganda. Disatu
sisb menimbulkan masalah-masalah sosial di perkotaan, disisi lain dengan
potensi ekenomi yang dimiliki, sektor ini mampu berkoniribusi bagi
perekanomian  kota.  Berdasarkan  hasil  observasi,  analisis  dan
pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai barikut;

1. Pertumbuhan PKL di Surabaya cukup tinggi dan diporkirakan akan

meningkat dalam  labun-tahun  mendatang,  Sejalan  dengan

pertumbuban unit usaha di sekfor ini, penyerapan tenaga keranya
juga mengalami peninghatan, Pada tahun 2004 diperkirakan sektor ini
akan mampu menyerap 2 444 orang tenaga kerja baru.

Sektor informal PKL di Surabaya terbukti dapat memberikan tingkat

penghidupan vang cukup memadai dilihat dari rata-rata pendapatan

bersih  vang dirima. Temuan yang cukup menarik dari hasil

perhitungan menunjukkan bahwa pendapatan para PKL mencapai 1,7

kali lipal dibandingkan dengan pendapatan perkapita penduduk

Surabaya.

3. Kontribusi outpul sektor infurmal terhadap perchonomian kola
Surabaya ternyata cukup berarti meskipun masih relatif kecil, dan
wrut diperhitungkan dalam perhitungan FDRB, maka secara aktual
sekltor ini mampu menyumbang sekitar 0,37 % dari PIORE Surabaya

4. Fengelolaan PKL di Surabaya diperkirakan akan dapat memberikan
sumbangan sekitar Rp 7.253.922.00- per tahun bagi pendapatan
daerah dilihat dari besarnya pungutan yang seharusnya di lerima oleh
pemearintah kota.

5 Masalah-muasalah yang dianggap cukup serius lerkait dengan
keberadaan dan perkembangan PEL diSurabaya melipuli:

* Pertumbuban unit usaha yang cukup tinggi dan penycbarannya
tidak merata

s+ Disamping adanys hambatan-hambatan  institusional,  latar
belakang pendidikan para PKL yanp umumnya relabil rendah
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sangat berpengaruh pada kemampuan PKL untuk meningkatkan
skill dan lebih jauh menghambat para PEL dalam mengakses
sumberdaya dan pasar.

= SBerara keseluruhan akses para PEL terhadap infrastuktur kota
dan lahan, disebabkan utamanya oleh lemahnya pelaksanaan
kebiakan dan peraturan-peraturan kota,

6. Beberapa alternabif solusi yang ditawarkan terhadap masalah-masalah
melipule

s Memberikan legilimasi keberadaan PKL melalui peiijinan denpan
mekanisme yany lebih selektil dan diperketat.

= Penataan PKI. dengan pada lokasi dengan kepadatan bmpps
berdasarkan luas tempat usaha ataupun melalm pengaturan
waktu. Relokasi dapat dilakukan jika suatu btk lokasi dinnpgap
sudah overcrotnding dengan tetap memperhatikan ketersedinan
lahan dan keclangsungan usaha PKL Penertiban dan penerapan
sartksl secara tegas kepada para PKL yang terbukti melangpar

+ Pengurangan hambatan-hambatan PKL dalam mergakses kredit
dan permodalan dengan mencari sumber-sumber pembiayaan
illternn ik,

» Pengalokasian [ahan-lahan pemerintah yang masih menganggur
sebagar lokast usaha PKL, evaluasi terhadap peraturan-peraturan
tentang penggunaan lahan, melibatkan paran swasta dalam
mengatasi persoalan penyediaan lahan bagi PEL.

s Melakukan pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatthan
tentang tata cara/ presedur pengajuan kredit,  kebersihan
lingkungan, skill manajemen bisnis,

» Pemberdayaan asosiasi/ paguyuban PKL agar lebih berperan
secara nyata

Saran

Selama mm selusi terhadap masalah PKL hanya berfokus pada dampak

ikutan dari heberadaan sektor int yang bersifat negatip, Keberadaan PEL

lebih dipandang sebagai ‘hiang masalah’ dan oleh karena itu perlu

ditertibkan  Tlalam prespektil ke depan yang perlu ditonjolkan justro

bagaimana mengurangi dampak negatip lersebut. Beranjak dati pemikiran

tersebut, maka saran yang diajukan:

=  Melibatkan PKI. secara aktf dalam perumusan kebijakan
pembangunan kota, Paradigma memperlakukan PEL sebagai objck
kebijakan perlu dirubah dengan memperlakukannya sebagai subyek
paling tidak untuk menentukan nasibriva sendiri.

«  Komunikasi vang lebily terbuka dlantara para PKL, asosiasi/
paguyuban PKL dan pemerintah pada kondisi tertentu dapal menjadi
cara yang lebih cfektif dalam mensikapi barbagai masalah yang timbul
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serta dalam rangka meremukan alternatif pemecahan yang lebilyjujur
dan berkeadilan.

serasama dan koordinasi berbagat dinas di Pemerintahan Rola baik
pang terkail langsung maupun lidak langsung dengan masalab FKL
parln ditingkatkan agar intensitas masalah PEL dapat dikurangi
[nlegrasi kebijakan  penanganan PEL dalam  perencanaan
pembangunan kola,
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